BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR     200 b TAHUN 2008
T E N T A N G

PENGOPTIMALAN PEMAKAIAN BEBAN LISTRIK DAN PENGALIHAN WAKTU KERJA

PADA SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang         :
	a. bahwa kebutuhan energi sangat tergantung kepada bahan bakar minyak (BBM) dan tingginya subsidi bahan bakar minyak pada akhirnya akan menimbulkan kelangkaan ketersediaan BBM;
b. bahwa kondisi saat ini di Pulau Jawa dan Bali terjadi defisit pasokan listrik pada hari Senin sampai dengan Jum’at yang mengakibatkan pemadaman listrik tidak terjadual, sehingga terjadi gangguan kelancaran operasi Perusahaan Industri;

c. bahwa suplai listrik yang masih tersedia pada hari Sabtu dan Minggu belum termanfaatkan secara optimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pengoptimalan Pemakaian Beban Listrik dan Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Kabupaten Bantul;



	Mengingat           :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
7. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per.13/MEN/VII/2008, Nomor 35 Tahun 2008 dan Nomor PER-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Jawa-Bali;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hemat Energi;



	Memperhatikan  :
	1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air;

3. Kesepakatan antara PT. (Persero) PLN APJ Yogyakarta dengan PT. Adi Satria Abadi, tanggal 22 Juli 2008 tentang Kesepakatan Pengalihan Beban Pada Hari Kerja (Senin s/d Jum’at) ke Hari Sabtu dan Minggu;

4. Kesepakatan antara PT. (Persero) PLN APJ Yogyakarta dengan PT. Digitone, tanggal 23 Juli 2008 tentang Kesepakatan Pengalihan Beban Pada Hari Kerja (Senin s/d Jum’at) ke Hari Sabtu dan Minggu;

5. Kesepakatan antara PT. (Persero) PLN APJ Yogyakarta dengan PT. Maesindo indonesia, tanggal 25 Juli 2008 tentang Kesepakatan Pengalihan Beban Pada Hari Kerja (Senin s/d Jum’at) ke Hari Sabtu dan Minggu;

6. Kesepakatan antara PT. (Persero) PLN APJ Yogyakarta dengan PT. Samitex, tanggal 28 Juli 2008 tentang Kesepakatan Pengalihan Beban Pada Hari Kerja (Senin s/d Jum’at) ke Hari Sabtu dan Minggu.


M E M U T U S K A N  :
	Menetapkan
	:


	KESATU
	· Mengoptimalkan Pemakaian Beban Listrik dan Mengalihkan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Kabupaten Bantul.


	KEDUA
	· Pengoptimalan pemakaian beban listrik dan pengalihan waktu kerja pada  sektor industri sebagaimana  dimaksud diktum KESATU diatur sebagai berikut :

a. bagi Perusahaan Industri yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu secara terus menerus, wajib melaksanakan pengaturan penghematan pemakaian listriknya, sehingga pemakaian listrik dari PT PLN (Persero) dapat dikurangi/diperkecil dibanding dengan pemakaian sebelumnya;

b. bagi Perusahaan Industri yang bekerja tidak 24 jam sehari, 7 hari seminggu secara terus menerus, wajib melaksanakan pengaturan penghematan pemakaian listriknya, sehingga pemakaian listrik dari PT PLN (Persero) dapat dikurangi/diperkecil dibanding dengan pemakaian sebelumnya;

c. bagi Perusahaan Industri yang bekerja 24 jam sehari, 5 hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at dalam seminggu secara terus menerus dimana hari Sabtu dan hari Minggu libur, wajib melaksanakan pengaturan pengalihan satu sampai dengan dua hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Jum’at ke hari Sabtu dan Minggu;

d. bagi Perusahaan Industri yang bekerja 24 jam sehari, 6 hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dalam seminggu secara terus menerus dimana hari Minggu libur, wajib melaksanakan pengaturan pengalihan satu hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Sabtu ke hari Minggu;

e. bagi Perusahaan Industri yang bekerja tidak 24 jam sehari, 5 hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at dalam seminggu secara terus menerus dimana hari Sabtu dan hari Minggu libur, wajib melaksanakan pengaturan pengalihan satu sampai dengan dua hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Jum’at ke hari Sabtu dan Minggu;

f. bagi Perusahaan Industri yang bekerja tidak 24 jam sehari, 6 hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dalam seminggu secara terus menerus dimana hari Minggu libur, wajib melaksanakan pengaturan pengalihan satu hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Sabtu ke hari Minggu.



	KETIGA
	· Sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, ditentukan klaster/daerah pengaturan pengalihan waktu kerja dan waktu tidak kerja bagi Perusahaan Industri sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 



	KEEMPAT
	· Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal  1 Agustus 2008
BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta;

2. Dirjen. Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementrian ESDM di Jakarta;

3. Direktur Utama PT. (Persero) PLN di Jakarta;

4. General Manager PT. (Persero) PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY di Semarang;

5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;

7. Manajer PT. (Persero) PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY Area Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta;

8. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul;

11. Kepala Bagian Ekonomi Setda. Kabupateten Bantul;
12. Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    200 b   TAHUN 2008

TANGGAL1 Agustus 2008
TENTANG

PENGOPTIMALAN PEMAKAIAN BEBAN LISTRIK DAN PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN BANTUL
DAFTAR PERUSAHAAN INDUSTRI

YANG HARUS MENGGESER HARI KERJANYA KE HARI MINGGU
	NO
	NAMA PERUSAHAAN
	ALAMAT
	TARIF
	DAYA (KVA)
	FEDDER
	HARI KERJA

	1. 
	PT. DIGITONE

	Surobayan, Sedayu, Bantul
	13
	240
	Gdn 2
	Jum’at, minggu I, III dan V

	2. 
	PT. MAESINDO INDONESIA


	Karangjati, Kasihan, Bantul
	13
	345
	Bnl 8
	Kamis, minggu II dan IV

	3. 
	PT. SAMITEX


	Krayak, Panggungharjo, Sewon, Bantul
	13
	3 X 555
	Bnl 10
	Kamis, minggu II dan IV

	4. 
	PT. ADI SATRIA ABADI


	Banyakan, Sitimulyo, Banguntapan, Bantul
	13
	690
	Gjn 2
	Jum’at, minggu I, III dan V


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
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